BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

Menimbang

Mengingat

L

(RPJMKAMPUNG) DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, maka Pemerintah Kampung wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKamp) dan Rencana
Kerja Pemerintah Kampung (RKPKamp) sebagai Pedoman dalam
penyusunan RPJMKamp dan RKPKamp;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembagian
Dana Desa, Pemerintah Kampung wajib menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKamp) dan Rencana
Kerja Pemerintah Kampung (RKPKamp) sebagai pedoman bagi
Pemerintah Kampung dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan
Kampung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b diatas, maka perlu disusun Pedoman Perencanaan
Pembangunan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten
Bouvendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Nomor Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang
Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan
dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1934);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJM KAMPUNG)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.  Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3.  Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Wondama.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangnan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dana APBN bias berbentuk
dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

Distrik adalah Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah kerjanya.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahyang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatdalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan kampung.

Badan Permusyawaratan Kampung adalah yang disingkat Baperkam adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara badan Musyawarah Kampung,
Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat, yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut
Musrembang kampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan kampung (pihak berkepentingan untuk
mengatasi permasalahan kampung dan pihak yang akan terkena dampak hasil
musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di kampung.

Peraturan Kampung yang disingkat Perkamp adalah peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh Baperkam bersama Kepala Kampung.

Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala
Kampung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
mengadakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan.

Keputusan Kepala Kampung adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala
kampung untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.

Rencana Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung..
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Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di kampung
bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara
hidup masyarakat yang lebih lama berakar budaya di wilayah Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Kampung dan Baperkam yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat
RPJMKampung adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang
memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung,
kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan
program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKPKampung adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari
RPJMKampung yang memuat rancangan kerangka ekonomi kampung dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas
pembangunan kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampung maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan RPJMKampung.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan yang disingkat DURKPKampung adalah
daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan kampung yang menggunakan
dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,
APBKampung, swadaya dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kampung tersebut.

Aset Kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung,
dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter kampung yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasaran dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan
yang dihadapi kampung.

Alokasi Dana Kampung yang disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh
pemerintah kabupaten untuk kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan kampung dalam
memberdayakan masyarakat..

Lembaga Adat Kampung adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi
adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli kampung yang tumbuh dan
berkembang atas pemerkarsa masyarakat kampung.

Pendapatan Kampung adalah semau hak kampung yang diakui sebagai penambahan
nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
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Tujuan dilakukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung adalah
menyediakan acuan bagi kampung dalam menentukan kebijakan, prioritas program, kegiatan
tahunan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan pembangunan rencana kampung untuk
menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksana program-program pembangunan yang
telah ditetapkan agar penyelenggaraannya kegiatan rencana pembangunan kampung dapat
terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terarah pada pencapaian sasaran
berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Pasal 3

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung disusun perencanaan
pembangunan kampung sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
Kabupaten Teluk Wondama;

(2) Perencanaan Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
secara partisipatif oleh pemerintahan kampung sesuai dengan kewenangannya;

(3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan kampung;

(4) Rencana pembangunan kampung disusun, dibahas dan disepakati melalui musrembang
kampung;

(5) Musrembang kampung terbagi dua kegiatan yaitu Musrembangkamp RPJMKampung,
Musrembang kampung dan RKPKampung;

(6) Musrembang kampung diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

a. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang
diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (Musyawarah
dusun dan Musyawarah RT);

b. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan kampung yang akan dibiayai melalui
APBKampung, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Pihak ketiga, swadaya, maupun
sumber pendanaan lainnya;

c. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum
Musrembang Distrik untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi.

(7) Rencana Pembangunan Kampung didasarkan pada prinsip :

a. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat;

b. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan
pembangunan kampung;

c. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di perkampungan
secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat
khususnya masyarakat miskin;

d. Terbuka yaitu setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan
pemeliharaan pembangunan dapat diketahui seluruh masyarakat kampung;

e. Akuntabilitas yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar kepada masyarakat dan pihak terkait;

f. Selektif yaitu semua usulan terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
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g. Efektif dan efesien yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan dengan memaksimalkan
potensi sumber daya yang tersedia;

h. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan
secara berkesinambungan;

i. Cermat yaitu data yang diperoleh obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung
aspirasi masyarakat;

j-  Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan permasalahan dilakukan penggalian
informasi melalui profil kampung, sketsa kampung, dan bagan kelembagaan kampung.

BAB IV
PENYUSUNAN RPJMKAMPUNG

Pasal 4

(1) RPJMKamp adalah Perencanaan Pembangunan Kampung yang disusun untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun;

(2) Penetapan RPJMKamp dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala kampung
terpilih dilantik;

(3) Dalam hal terjadinya pergantian kepala kampung sebelum periode jabatan kepala
kampung yang lama berakhir, maka RPJMKamp dapat dilakukan review oleh kepala
kampung baru yang definitif;

(4) RPJMKamp memuat arah kebijakan, strategi pembangunan kampung, program Kerja
kampung dan keuangan kampung;

(5) RPJMKamp disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

(6) RPJMKamp dijabarkan dalam RKPKamp untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;

(7) RPJMKamp ditetapkan dengan peraturan kampung dengan berpedoman kepada RPJMD
Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 5

RPJMKamp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan keadaan setempat;

b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program
pembangunan di kampung;

c. Merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan hasil-
hasil pembangunan di kampung;

d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di
kampung.

Pasal 6

Tahapan dan penyusunan tata cara RPJMKamp adalah sebagai berikut :
Tahap pertama : Penyiapan rancangan awal RPJMKamp
Tahap kedua : Pemaparan rencana strategis pembangunan kampung
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Tahap ketiga : Penyusunan rancangan RPJMKamp

Tahap keempat : Penyelengggaraan Musrembang jangka menengah kampung
Tahap kelima : Penyusunan rancangan akhir RPJMKamp
Tahap keenam : Penetapan peraturan kampung tentang RPJMKamp

Pasal 7

Kepala Kampung bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan

RPJMKamp;

(1) Distrik memfasilitasi pelaksanaan MusrembangKamp RPJMKamp;

(2) Badan Perberdayaan Masyarakat Kabupaten melakukan pembinaan penyelenggaraan
Musrembangkamp RPJMKamp;

(3) Peserta forum Musrembangkamp RPJMKamp terdiri dari :

a.

SN

-

g

Perangkat Kampung (Sekretaris kampung, Kepala urusan, Bendahara, Staf kampung,
Kepala dan kepala dusun);

Badan Permusyawaratan Kampung (Wakil ketua, Sekertaris dan Anggota);

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMKampung);

Tokoh masyarakat dan Tokoh agama;

Ketua Rukun Tetangga, Karang Taruna, PKK, Lembaga Adat, Kader pemberdayaan
masyarakat kampung;

Organisasi masyarakat, organisasi politik, kelompok pengusaha, koperasi, kelompok
tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, kelompok profesi, dan kelompok
masyarakat lainnya;

Perwakilan perempuan dan perwakilan rumah tangga miskin.

(4) Narasumber dalam Musrembangkamp RPJMKamp terdiri dari :

I.

5@ ™o a0 o

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD);

Kepala Distrik;

Kepala Kampung;

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam);

Kepala Sekolah;

Kepala Puskesmas;

Tenaga Pendamping Profesional;

Pejabat instansi vertikal dan unit pelaksana teknis daerah yang ada di
distrik/kampung;

Pihak lain yang dianggap perlu.

(5) Hasil Musrembangkamp RPJMKamp :

a.

b.
C.

Daftar hasir peserta Musrembangkamp RPJMKamp;

Berita acara Musrembangkamp RPJMKamp;

Materi RPJMKamp sesuai dengan semua kegiatan yang dihasilkan dari proses
pengkajian keadaan kampung berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan
wajib adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang harus dditangani
setiap Tahun Anggaran oleh pemerintah kampung mencakup : Pendidikan, Kesehatan,
Sarana Prasarana, Lingkungan Hidup, Sosial Budaya dan Koperasi dan Usaha
masyarakat. Sedangkan Urusan Pilihan adalah aspek/agenda pembangunan dan
permasalahan yang perlu ditangani sesuai kondisi dan potensi setempat mencakup :
Pertanian, Kehuatanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kelautan;

Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh kampung yang
bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
(APBKamp) serta swadaya gotong royong masyarakat kampung;
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e. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Distrik untuk dibiayai melalui APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pihak ketiga;
f. Dokumentasi pelaksanaan Musrembangkamp RPJMKamp bagian kedua RKPKamp.

BABV
PENYUSUNAN RKPKAMP

Pasal 8
(1) RKPkamp adalah rencana kerja tahunan kampung yang merupakan penjabaran dari

RPJMKamp;
(2) RKPKamp berisi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II . Visi dan Misi

Bab III :  Prioritas Pembangunan

Bab IV : Rencana Kerangka Ekonomi Kampung
Bab V : Kebijakan Keuangan Kampung

Bab VI : Matriks Program Pembangunan Kampung
Bab VII :  Penutup

(3) RKPKamp merupakan rencana kerja prioritas strategis pembangunan kampung untuk
periode 1 (satu) Tahun yang menggambarkan arah prioritas kebijakan kampung serta
kemampuan pendanaannya;

(4) RKPKamp memuat kerangka ekonomi kampung, prioritas pembangunan kampung,
rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
kampung maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu
pada rencana kerja pemerintah daerah;

(5) RKPKamp ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 9

RKPKamp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertujuan untuk :

a. Menyiapkan daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung (Daftar Usulan
RKPKamp) tahunan yang sifatnya baru, Rehab, maupun lanjutan kegiatan pembangunan.

b. Menyiapkan Daftar Usulan RKPKamp tahunan untuk dianggarkan dalam APBKampung,
APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
RPJMKampung

Pasal 10
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(1) Pelaksanaan perencanaan pembangunan kampung berdasarkan hasil musyawarah
perencanaan pembangunan kampung (Musrembangkamp), selanjutnya sebagai bahan
penyusunan RKPKamp;

(2) Mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan
kampung, Kepala Kampung melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung
kepada Baperkam dan Bupati melalui Kepala Distrik;

(2) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan kampung;

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam arti memfasilitasi yaitu
memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai peraturan
perundang-undangan;

(4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Distrik;

(5) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

(6) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Kepala Kampung bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan
RKPKamp;
(2) Dalam penyelenggaraan Musrembangkamp RKPKamp hal-hal yang harus disiapkan adalah

Panitia pelaksana;
Daftar peserta yang diundang dan membuat surat undangan;
Daftar hadir peserta;
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kampung (DURKPKamp) tahunan yang
sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan;
DU-RKPKamp tahunan untuk dianggarkan dalam APBKampung, APBD Kabupaten,
APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat;
g. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPKamp 5 tahun sebelumnya.
(3) Hasil Musrembangkamp RKPKamp :
a. Daftar hadir peserta Musrembangkamp RKPKamp;
b. Berita acara Musrembangkamp RKPKamp;
c. Matriks RPJMKamp sesuai dengan semua kegiatan yang dihasilkan dari proses
pengkajian keadaan kampung berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan
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wajib adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang harus dditangani
setiap Tahun Anggaran oleh pemerintah kampung mencakup : Pendidikan, Kesehatan,
Sarana Prasarana, Lingkungan Hidup, Sosial Budaya dan Koperasi dan Usaha
masyarakat. Sedangkan Urusan Pilihan adalah aspek/agenda pembangunan dan
permasalahan yang perlu ditangani sesuai kondisi dan potensi setempat mencakup :
Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kelautan;

d. Dokumentasi pelaksanaan Musrembangkamp RKPKamp;

Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kampung yang bersangkutan
yang akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBKampung)
serta swadaya gotong royong masyarakat kampung;

Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Distrik untuk dibiayai melalui APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pihak ketiga;

Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrembangkamp pada forum
Musrembang Distrik.

Pasal 13

Setelah dilaksanakannya Musrembangkamp RPJMKamp paling lambat 1 (1) bulan sudah
harus ditetapkan Peraturan Kampung tentang RPJMKampung.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

(1) Kepala Kampung melaporkan RPJMKampung dan RKPKampung kepada Bupati melalui

Kepala Distrik dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;

(2) Distrik membuat rekapitulasi usulan program sesuai dengan RPJMKampung dan

RKPKampung yang disampaikan oleh masing-masing kepala kampung.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung bersumber

dari :

APBKampung;

APBD Kabupaten;

APBD Provinsi;

APBN; dan

Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
Ditetapkan di Rasiei

pada tanggal 1 April 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 11
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